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Pendahuluan

Perkembangan media digital telah memperluas ruang kebebasan berpendapat melalui berbagai
platform, termasuk podcast yang sering digunakan sebagai sarana kritik sosial dengan
pendekatan humor, satire, dan sarkasme. Salah satu konten yang berpotensi menimbulkan
perdebatan adalah podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan™ yang
membahas pelestarian budaya dari sudut pandang kritis. Kondisi tersebut menimbulkan
pertanyaan mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian dalam hukum
positif Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena belum terdapat kajian yang secara khusus
menganalisis legalitas konten podcast bertema budaya yang cukup sensitif dikalangan
masyarakat dengan menggunakan parameter UUD 1945, UU ITE, dan KUHP Baru, sehingga
diperlukan analisis yuridis untuk menentukan apakah konten tersebut merupakan bentuk

kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum atau justru mengandung unsur pelanggaran
hukum.




Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan Masalah : Penelitian ini menitikberatkan pada keabsahan hukum (legalitas) dari
konten podcast sebagai objek kajian dalam hukum positif Indonesia. Permasalahan yang
diangkat adalah belum jelasnya parameter hukum dalam menentukan apakah konten digital,
Khususnya podcast yang memuat isu sensitif dengan komedi satir, dapat dikategorikan sebagai
konten yang legal dan dilindungi atau sebagai konten yang mengandung unsur pelanggaran
hukum

Pertanyaan Penelitian :

1. Bagaimana hukum di Indonesia dalam menentukan kebebasan berpendapat di media
digital termasuk pada podcast?

2. Bagaimana kualifikasi konten podcast berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu
Dilestarikan” termasuk kebebasan berpendapat atau ujaran kebencian berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku?

niversitas
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Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum positif Indonesia dengan
menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
sebagai dasar utama pengujian legalitas konten digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak menitikberatkan pada
data lapangan, melainkan pada pengkajian norma hukum terhadap objek penelitian berupa Podcast Musuh Masyarakat
episode 11 berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan”. Podcast tersebut diproduksi oleh Noice sebagai
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan pertama kali hadir di aplikasi Noice pada Oktober 2019 dengan host Tretan
Muslim dan Coki Pardede. Episode yang menjadi objek penelitian merupakan episode ke-11 yang ditayangkan pada 6 Januari
2020 dengan durasi sekitar 44 menit. Objek penelitian dipilih karena memuat kritik budaya dengan pendekatan humor satir,
sarkasme, dan ironi yang berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai batas kebebasan berpendapat di ruang digital. Bahan
hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan pasal dalam UUD 1945, UU 1/2024 dan UU
1/2023, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan
kebebasan berpendapat dan legalitas konten digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research) dengan tahapan mendengarkan secara utuh konten podcast, memahami konteks pembicaraan, mengidentifikasi isi
pernyataan para host, lalu mengidentifikasinya dengan unsur-unsur hukum dalam setiap pasal yang relevan untuk dibenturkan
dengan objek penelitian. Analisis dilakukan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan kontekstual untuk menilai
apakah konten tersebut termasuk pendapat yang dilindungi hukum atau justru mengandung unsur pelanggaran hukum. Hasil
penelitian kemudian disusun secara deskriptif kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi yuridis
podcast sebagai bentuk pendapat digital dalam hukum positif Indonesia.
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Hasil dan Pembahasan

1. Menentukan kebebasan berpendapat di media digital berdasarkan hukum positif indonesia

Kebebasan berpendapat dalam hukum positif Indonesia merupakan hak
konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3),
dan Pasal 28F UUD 1945. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada
setiap orang untuk membentuk keyakinan, menyatakan pikiran,
mengemukakan pendapat, serta menyampaikan informasi melalui berbagai
saluran komunikasi yang tersedia. Dalam negara demokrasi, kebebasan
berpendapat menjadi sarana partisipasi masyarakat untuk menyampaikan
gagasan, kritik, aspirasi, dan pandangan terhadap berbagai persoalan
publik. Seiring perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan hak
tersebut tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga melalui
media digital, termasuk podcast sebagai salah satu sarana komunikasi yang
memperoleh legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 28F UUD 1945.
Meskipun dijamin oleh konstitusi, kebebasan berpendapat bukan
merupakan hak vang bersifat mutlak karena Pasal 28] ayat (2) UUD 1945
memperbolehkan pembatasan melalui undang-undang untuk menjamin
penghormatan terhadap hak orang lain, moralitas, keamanan, ketertiban
umum, dan kepentingan masyarakat. Konsep ini mencerminkan prinsip
responsible freedom of expression, yaitu kebebasan berpendapat yang
harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, selain
berlandaskan pada norma konstitusional, batas dan parameter legalitas
kebebasan berpendapat di ruang digital diatur lebih khusus melalui
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagai lex specialis yang mengatur aktivitas komunikasi dan
penyebaran informasi melalui media digital, termasuk podcast.

Pasal UUD
1945

Substansi Norma

Makna Terhadap Kebebasan
Berpendapat

Pasal 28E ayat
2)

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati
nuraninya

Negara menjamin kebebasan setiap
orang untuk memiliki dan
menyatakan pandangan, pemikiran,
atau keyakinannya

Pasal 28E avat
(3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Negara secara tegas mengakui dan
melindungi hak untuk
menyampaikan pendapat

Pasal 28F

Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh
informasi serta menyampaikan informasi melalui
segala jenis saluran yang tersedia

Negara memberikan hak terhadap
penyampaian informasi melalui
berbagai media termasuk digital dan
podcast

Pasal 287 ayat
(2)

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepada pembatasanyang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak kebebasan oranglain dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.

Negara Menegaskan bahwa
kebebasan berpendapat bukan hak
yang bersifat mutlak
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Hasil dan Pembahasan

Hukum  positif Indonesia menentukan legalitas
berpendapat di media digital melalui pengujian terhadap substansi
konten berdasarkan ketentuan UU ITE. Pada prinsipnya, UU ITE
tidak melarang penvampaian pendapat, kritik, opini, analisis, maupun
pandangan pribadi dalam ruang digital, termasuk podcast. Legalitas
suatu konten tidak ditentukan oleh media vang digunakan, melainkan
oleh terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran vang diatur dalam
undang-undang. Oleh karena itu., kntik terhadap kebijakan. budaya,
fenomena sosial, maupun perilaku masvarakat tetap termasuk
kebebasan berpendapat sepanjang tidak mengandung pencemaran
nama baik, penyebaran berita bohong, maupun ujaran kebencian
berbasis SARA. Dengan demukian, ukuran utama legalitas suatu
pendapat terletak pada pemenuhan unsur-unsur pelanggaran yang
diatur dalam UU ITE, bukan pada keras atau kontroversialnva kritik
yvang disampaikan. Kebebasan berpendapat di media digital
merupakan hak konstitusional vang dijamin oleh UUD 1945, namun
pelaksanaannva dibatasi oleh ketentuan khusus dalam UU ITE
sebagai lex specialis vang mengatur aktivitas komunikasi melalui
sistem elektronik. Dalam konteks podcast, setiap konten yang berisi
opini, kntk, analisis, evaluasi, atau pandangan terhadap suatu isu
pada dasarnya memperoleh perlindungan hukum sepanjang tidak
memenuhi unsur larangan vyang ditentukan dalam UU ITE.

Sebaliknva, suatu konten dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran -

hukum apabila mengandung muatan kesusilaan. perjudian,
pencemaran nama baik, berita bohong. ujaran kebencian, ancaman
kekerasan, penvalahgunaan data pribadi, maupun bentuk pelanggaran
elektromik lainnyva. Oleh karena 1tu, batas antara kebebasan
berpendapat dan pelanggaran hukum ditentukan berdasarkan ada atau
tidaknya unsur perbuatan vang dilarang oleh undang-undang.

kebebasan

Perbuatan Dalam
Konten Digital

Muatan
Kesusilaan

Perjudian

Pencemaran Nama
Baik

Pemerasan atau
Pengancaman

Penyebaran Berita
Bohong

Ujaran Kebencian
Berbasis SARA

Ancaman
Kekerasan

Penyalahgunaan

Data Pribadi

Akses Ilegal
terhadap Sistem
Elektronik

Intersepsi atau
Penyadapan Ilegal

Perubahan atau
Manipulasi Data
Elektronik

Gangguan Sistem
Elektronik

Penyebaran Alat
untuk Kejahatan
Siber

Dasar
Hukum
UUITE
Pasal 27
ayat (1)

Pasal 27
ayat (2)
Pasal 27A
Pasal 27B
Pasal 28
ayat (1)

Pasal 28
ayat (2)

Pasal 29

Pasal 26
avat (1)
Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34
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Variabel Penilaian

" Adanva distribusi atau

transmisi konten yang
melanggar kesusilaan

Adanya promosi, distribusi,
atau akses terhadap
perjudian

Adanva serangan terhadap
kehormatan atau nama baik
seseorang

Adanya ancaman untuk

memperoleh keuntungan
tertentu

Adanya informasi palsu
vang menimbulkan

_kerugian

Adanya ajakan kebencian
atau permusuhan
berdasarkan SARA

Adanya ancaman kekerasan
vang ditujukan kepada

orang lain

Penggunaan atau
penyebaran data pribadi
tanpa persetujuan

Adanya akses tanpa hak
terhadap sistem elektronik

Adanya penyadapan tanpa

kewenang an hukum

Adanva tindakan
mengubah, menghapus,
memindahkan data tanpa

_hak

Adanya tindakan yvang
mengganggu fungsi sistem

clektronik

Penyediaan perangkat
lunak atau sarana untuk
melakukan pelanggaran

elektronik " 3
universitas
muhammadiyah
sidoarjo
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Kualifikas: Legal

" Tidak memuat

pornografi atau
matern cabul

Tidak mengandung
aktivitas perjudian

Eritik terhadap isu,
kebijakan, atau
fenomena sosial
Tidak terdapat unsur
tekanan atau
ancaman

Pendapat, opini, atau
kritik vang
berdasarkan fakta

| Kritik terhadap

tuindakan, kebijakan,
atau perilaku

Tidak terdapat
ancaman fisik atau
psikis

Data digunakan
dengan persetujuan
pemilik

Tidak melakukan
akses tanpa izin

" Tidak melakukan

penyadapan

Tidak mengubah
data milik pihak lain

Tidak mengganggu
sistem elektronik

" Tidak menyediakan

alat untuk kejahatan

siber

Kualifikasi
Melanggar

Memuat atau
menyebarkan konten
vang melanggar
kesusilaan
Mengandung promosi,
ajakan, atau
penyebaran perjudian
Menyerang reputasi
dan kehormatan orang
tertentu

Mengandung
ancaman, intimidasi,
atau pemerasan
Menyvebarkan
informasi palsu yvang
merugikan pihak lain
Menghasut kebencian
berdasarkan suku,
agama, ras, atau
antargolongan

Memuat ancaman
kekerasan atau
menakut-nakuti pihak
lain

Menyebarkan data
pribadi tanpa hak

Mengakses sistem
clektronik tanpa
kewenangan
Melakukan intersepsi
atau penyadapan

tanpa hak
Memanipulasi atau

merusak data
elelktronik

Menyebabkan sistem
elektronik tidalk
berfungsi
Menyediakan sarana
untuk melakukan
pelanggaran
elektronik
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Hasil dan Pembahasan

Hukum  positif Indonesia menentukan legalitas
berpendapat di media digital melalui pengujian terhadap substansi
konten berdasarkan ketentuan UU ITE. Pada prinsipnya, UU ITE
tidak melarang penvampaian pendapat, kritik, opini, analisis, maupun
pandangan pribadi dalam ruang digital, termasuk podcast. Legalitas
suatu konten tidak ditentukan oleh media vang digunakan, melainkan
oleh terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran vang diatur dalam
undang-undang. Oleh karena itu., kntik terhadap kebijakan. budaya,
fenomena sosial, maupun perilaku masvarakat tetap termasuk
kebebasan berpendapat sepanjang tidak mengandung pencemaran
nama baik, penyebaran berita bohong, maupun ujaran kebencian
berbasis SARA. Dengan demukian, ukuran utama legalitas suatu
pendapat terletak pada pemenuhan unsur-unsur pelanggaran yang
diatur dalam UU ITE, bukan pada keras atau kontroversialnva kritik
yvang disampaikan. Kebebasan berpendapat di media digital
merupakan hak konstitusional vang dijamin oleh UUD 1945, namun
pelaksanaannva dibatasi oleh ketentuan khusus dalam UU ITE
sebagai lex specialis vang mengatur aktivitas komunikasi melalui
sistem elektronik. Dalam konteks podcast, setiap konten yang berisi
opini, kntk, analisis, evaluasi, atau pandangan terhadap suatu isu
pada dasarnya memperoleh perlindungan hukum sepanjang tidak
memenuhi unsur larangan vyang ditentukan dalam UU ITE.

Sebaliknva, suatu konten dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran -

hukum apabila mengandung muatan kesusilaan. perjudian,
pencemaran nama baik, berita bohong. ujaran kebencian, ancaman
kekerasan, penvalahgunaan data pribadi, maupun bentuk pelanggaran
elektromik lainnyva. Oleh karena 1tu, batas antara kebebasan
berpendapat dan pelanggaran hukum ditentukan berdasarkan ada atau
tidaknya unsur perbuatan vang dilarang oleh undang-undang.

kebebasan

Perbuatan Dalam
Konten Digital

Muatan
Kesusilaan

Perjudian

Pencemaran Nama
Baik

Pemerasan atau
Pengancaman

Penyebaran Berita
Bohong

Ujaran Kebencian
Berbasis SARA

Ancaman
Kekerasan

Penyalahgunaan

Data Pribadi

Akses Ilegal
terhadap Sistem
Elektronik

Intersepsi atau
Penyadapan Ilegal

Perubahan atau
Manipulasi Data
Elektronik

Gangguan Sistem
Elektronik

Penyebaran Alat
untuk Kejahatan
Siber

Dasar
Hukum
UUITE
Pasal 27
ayat (1)

Pasal 27
ayat (2)
Pasal 27A
Pasal 27B
Pasal 28
ayat (1)

Pasal 28
ayat (2)

Pasal 29

Pasal 26
avat (1)
Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34
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Variabel Penilaian

" Adanva distribusi atau

transmisi konten yang
melanggar kesusilaan

Adanya promosi, distribusi,
atau akses terhadap
perjudian

Adanva serangan terhadap
kehormatan atau nama baik
seseorang

Adanya ancaman untuk

memperoleh keuntungan
tertentu

Adanya informasi palsu
vang menimbulkan

_kerugian

Adanya ajakan kebencian
atau permusuhan
berdasarkan SARA

Adanya ancaman kekerasan
vang ditujukan kepada

orang lain

Penggunaan atau
penyebaran data pribadi
tanpa persetujuan

Adanya akses tanpa hak
terhadap sistem elektronik

Adanya penyadapan tanpa

kewenang an hukum

Adanva tindakan
mengubah, menghapus,
memindahkan data tanpa

_hak

Adanya tindakan yvang
mengganggu fungsi sistem

clektronik

Penyediaan perangkat
lunak atau sarana untuk
melakukan pelanggaran

elektronik " 3
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Kualifikas: Legal

" Tidak memuat

pornografi atau
matern cabul

Tidak mengandung
aktivitas perjudian

Eritik terhadap isu,
kebijakan, atau
fenomena sosial
Tidak terdapat unsur
tekanan atau
ancaman

Pendapat, opini, atau
kritik vang
berdasarkan fakta

| Kritik terhadap

tuindakan, kebijakan,
atau perilaku

Tidak terdapat
ancaman fisik atau
psikis

Data digunakan
dengan persetujuan
pemilik

Tidak melakukan
akses tanpa izin

" Tidak melakukan

penyadapan

Tidak mengubah
data milik pihak lain

Tidak mengganggu
sistem elektronik

" Tidak menyediakan

alat untuk kejahatan

siber

Kualifikasi
Melanggar

Memuat atau
menyebarkan konten
vang melanggar
kesusilaan
Mengandung promosi,
ajakan, atau
penyebaran perjudian
Menyerang reputasi
dan kehormatan orang
tertentu

Mengandung
ancaman, intimidasi,
atau pemerasan
Menyvebarkan
informasi palsu yvang
merugikan pihak lain
Menghasut kebencian
berdasarkan suku,
agama, ras, atau
antargolongan

Memuat ancaman
kekerasan atau
menakut-nakuti pihak
lain

Menyebarkan data
pribadi tanpa hak

Mengakses sistem
clektronik tanpa
kewenangan
Melakukan intersepsi
atau penyadapan

tanpa hak
Memanipulasi atau

merusak data
elelktronik

Menyebabkan sistem
elektronik tidalk
berfungsi
Menyediakan sarana
untuk melakukan
pelanggaran
elektronik
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Hasil dan Pembahasan

2. Kualifikasi konten podcast berjudul “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan™ termasuk kebebasan berpendapat atau ujaran kebencian

Berdasarkan pengujian terhadap lima variabel yvang digunakan dalam penelitian,
podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan™ lebih dominan
menunjukkan karakteristik kebebasan berpendapat danpada ujaran kebencian. Hal
ini terlihat dari sasaran pernyataan vang ditujukan kepada gagasan, kebijakan, dan
prakiitk pelestarian budaya, bukan kepada individu atau kelompok tertentu
berdasarkan identitas yang dilindungi hukum. Selain itu, tujuan komunikasi yang
dibangun dalam podcast lebih beronentasi pada penyampaian kritik, evaluasi, dan
pandangan alternatif mengenai pelestarian budaya. Meskipun terdapat pernyataan
vang bernada tajam dan kontroversial, substansi vang disampaikan tetap berada
dalam konteks kritik sosial, opini, humor, satire, serta perdebatan mengenai
kebijakan kebudayaan. Dari aspek sasaran, tujuan, bentuk penyampaian, muatan
kebencian, dan dampaknya terhadap ruang publik, podcast tersebut lebih tepat
dipahami sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang mendorong pertukaran
gagasan dan diskusi publik secara rasional. Meskipun demikian, pengujian melalui
variabel hanya berfungsi sebagai instrumen awal untuk mengidentifikasi karakter
suatu pernyataan, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut berdasarkan ketentuan
hukum positif, khususnya Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 243 ayat (1) KUHP.
Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah unsur kebencian, permusuhan,
diskriminasi, atau penghasutan terhadap kelompok tertentu benar-benar terpenuhi
dalam isi podcast. Dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa suatu perbuatan
hanya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur delik yang
dirumuskan dalam pasal terpenuhi secara kumulatif. Prinsip tersebut merupakan
konsekuensi dari asas legalitas yang menjamin kepastian hukum dan mencegah
penerapan hukum secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, podcast hanya dapat
gbila seluruh unsur yang terdapat dalam ketentuan
pengujian terbukti terpenuhi berdasarkan fakia

Variabel Kebebasan Berpendapat Ujaran Kebencian Dasar Hukum/Teori
o Ditujukan kepada individu Pasal 28E ayat (3) UUD Tal
Dituyjukan kepada gagasan, atau kelompok tertentu . . .
o T ) - * S o i 1945 menjamin hak menyvampaikan
kebijakan, tradisi, budaya, berdasarkan identitas vang o .
itk N N pendapat. Pasal 28 ayat (2) UU ITE
nilai sosial, atau praktik melekat pada mereka, 3 . g .
tertentu yang dapat seperti suku, agama, ras melarang peny ebaran infor masi
Sasaran . - - vang menimbulkan kebencian

Pemyataan

diperdebatkan secara terbuka
dalam ruang publik. Fokus
utamanvya adalah objek
pemikiran bukan identitas
seseorang atau kelompok.

etnis, atau golongan
tertentu sehingga vang
diserang adalah
keberadaan kelompok
tersebut, bukan
gagasannya.

terhadap individu atau kelompok
berdasarkan SARA. Pasal 243
KUHP melarang pernyataan
kebencian atau penghinaan terhadap
golongan rakvat Indonesia.

Bertujuan menyampaikan
kritik, evaluasi, koreksi,
penilaian, atau pandangan

Bertujuan menimbulkan
rasa benci, permusuhan,

Pasal 287 avat (2) UUD Tahun 1945
membatasi pelaksanaan kebebasan
agar menghormati hak dan
kebebasan orang lain. Pasal 28 ayat
(2) UU ITE secara eksplisit

Tujuan ) penolakan sosial, mensyaratkan adanya tujuan
" PP terhadap suatu fenomena : e ! . ; o
Komunikasi A doro diskusi dar diskriminasi, atau menimbulkan kebencian atau
g\:;l lu::?:x:n raﬂag * dal::xn : sentimen negatif terhadap permusuhan. Teori demokrasi
g)asvaraka(g £ kelompok tertentu. deliberatif Habermas menempatkan
. ) komunikasi sebagai sarana
mencapai pemahaman bersama,
bukan menciptakan permusuhan. |
= T - e
Disampaikan melalui Disampaikan melalui iinl\da':z]l:;?;cmnz:ksf aor:n.\ 2015
argumentasi, alasan, kritik, penghinaan, penistaan, kebrjncian dapat benxJa enshinaan
Bentuk dan opini, kajian, satire, atau stigmatisasi, pelabelan et aran r?ama baipk pc:nfsm;m ‘
Cara penilaian yang masih dapat negartif, provokasi, atau pxovokasi on hasumx; pd;m ’
Penyampaian diuji, dibantah, dan penghasutan yvang pcnvebm‘:;npbefita boho;xg vang
diperdebatkan secara menyverang kelompok peny n - -
. . berpotensi menimbulkan
rasional dalam ruang publik. tertentu. . L .
diskriminasi atau kekerasan
Tidak mengandung . Pasal 28 ayat (2) UU ITE
dorongan _untuk membenci, I\Icng:u_ldung perasaan mensyaratkan unsur kebenciafifatau
Muatan memusuhi, merendahkan kebencian, permusuhan, ermusuhan berdasarkan SARA
Kebencian martabat, atau penghinaan, atau ajakan gu a1 ;,41 KUHP mehs ax:uka;
dan mendiskriminasi kelompok untuk memandang negatif ad;n ,; _e it %;usuhm
Diskriminasi tertentu. Ketidaksemjuan kelompok tertentu karena kcbc:xci!;x: atan pcnpghinaan L
g::’k::?li(‘;‘n af;%‘?}:g;;ta“ identitas mercka terhadap golongan rakyat Indonesia.
Mendorong diskusi Teori demokrasi deliberatif Jurgen
i)ex‘debal:mg pertul aran Berpotensi menimbulkan Habermas menyatakan bahwa ruang
. . . konflik sosial, polarisasi, publik harus dibangun melalui
Dampak gagasan, dan evaluasi . s s . p . . . . .p
X d ; diskriminasi, pengucilan komunikasi rasional dan inklusif.
terhadap terhadap suatu isu sehingga

Ruang Publik
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memperkuat fungsi ruang
publik dalam masyarakat
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kelompok tertentu, bahkan
kekerasan dalam

Ujaran kebencian bertentangan
dengan prinsip tersebut karena
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Hasil dan Pembahasan

Fakta Pada Podcast

Berdasarkan pengujian terhadap unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE, unsur
“sefiap orang”, “dengan sengaja”, dan “menyebarkan informasi elekironik™
dapat dinvatakan terpenuhi karena podcast dibuat dan disebarluaskan secara
sadar melalun platform digital vang dapat diakses masyarakat. Namun,
terpenuhinya unsur formal tersebut belum cukup untuk menyatakan adanya
pelanggaran hukum karena delik ujaran kebencian mensyaratkan terpenuhinya
unsur materiill berupa tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan
terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA. Hasil analisis menunjukkan
bahwa 1si podcast lebih banyak berisi knitik terhadap kebijakan pelestarian
budaya, fenomena sosial, serta cara pemerintah mengelola kebudayaan.
Bahkan, para host juga menyampaikan sejumlah alternatif solusi terkait
pelestarian budaya. Oleh karena 1tu, tidak ditemukan tujuan untuk
membangkitkan kebencian atau permusuhan maupun serangan terhadap
kelompok tertentu berdasarkan identitas vang dilindungi hukum, sehingga
unsur-unsur utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak terpenuhi. Karena unsur
tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan dan unsur sasaran
berdasarkan SARA tidak terbukti terpenuhi, podcast “Budaya dan Tradisi
Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan™ tidak dapat dikualifikasikan sebagai
pelanggaran Pasal 28 avat (2) UU ITE. Selanjutnya, penelitian melakukan
pengujian berdasarkan Pasal 243 ayat (1) KUHP vang mengatur perbuatan
menyiarkan atau menyebarluaskan pemyataan permusuhan terhadap kelompok
tertentu berdasarkan identitas yang dilindungi hukum dan mengakibatkan
timbulnya kekerasan. Pengujian ini penting karena Pasal 243 KUHP
merupakan ketentuan vang secara khusus mengatur perbuatan yang mendorong
diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap golongan tertentu. Oleh
karena itu, pemlman terhadap objek penelitian harus dilakukan melalui
ecara objektif dan subjektif berdasarkan hukum
asarkan persepsi atau kontroversi yang muncul

UmsIDA

Unsur Pasal 28
Ayat (2) UUITE
Setiap Orang

Podcast yang menjadi objek peneliian dibawakan oleh Tretan Muslim dan
Coki Pardede sebagai host vang secara sadar menyvampaikan pandangan,
opini, serta kritik mengenai budaya dan tradisi Indonesia melalui platform
digital. Dalam episode tersebut, kedua host secara aktif mengemukakan
argumentasi mengenai pclesl;ui'.ul budaya, efektivitas kebijakan pemerintah,
dan kebiasaan masyarakat dalam memandang budaya. Seluruh pernyataan
vang muncul dalam podcast merupakan hasil pemikiran dan pendapat pribadi
para host yvang disampaikan secara langsung kepada publik melalui media
elektronik. Dengan demikian, subjek vang menvampaikan pernyataan dalam
podcast merupakan individu vang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum
sebagal subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam rumusan "setiap orang"
Budu Pasal 28 avat (2) UU ITE.

Hasi1l Un

Terpenuhi

Dengan Sengaja

Berdasarkan isi transkrip, seluruh pernvataan vang disampaikan para host
tidalk muncul secara spontan tanpa kesadaran, melainkan merupakan bagian
dari pembahasan utama episode yang memang secara kKhusus mengangkat
tema "Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu Dilestarikan”. Para host
secara berulang memberikan penjelasan mengenai alasan mereka menganggap
bahwa budaya tertentu tidak dapat dipertahankan melalui pemaksaan serta
mengemukakan sejumlah contoh untuk mendukung argumentasi tersebut,
Mereka juga memberikan usulan mengenai peran pemerintah dalam menjaga
keberlangsungan budaya melalul sosialisasi dan peningkatan kesejahteraan
pelaku budava. Adanva rangkaian argumentasi vang sistematis tersebut
menunjukkan bahwa pernyataan disampaikan dengan kesadaran penuh dan
kehendak vang disengaja untuk dikomunikasikan kepada publik

Terpenuhi

Menvebarkan
Informasi
Elektronik dan/atau
Dokumen
Elektronik

Ditujukan untuk
Menimbulkan Rasa
Kebencian atau
Permusuhan

Podcast vang menjadi objek penelitian dipublikasikan melalu platform digital
Noice dan dapat diakses oleh masyarakat luas melalui jaringan internet.
Bentuk penvampaian pendapat dilakukan melalui media elektronik vang
memungkinkan isi pembicaraan didengar, dibagikan, dan dikomentari oleh
pengguna lainnya. Falkta ini juga diperkuat dengan adanya berbagai tanggapan
dari pendengar vang muncul pada kolom komentar serta diskusi lanjutan
mengenai isi podcast tersebut. Dengan dipublikasikannya podcast melalui
sarana elektronik yvang dapat diakses publik, maka unsur penyebaran informasi
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah
terpenuhi secara hukum

Berdasarkan keseluruhan i1s1 transknip, fokus utama pembahasan para host
adalah kritk terhadap cara pelestarian budaya yvang dianggap kurang efektfl
serta penolakan terhadap pemaksaan agar masyarakat menyukai budaya
tertentu Para host berpendapat bahwa apabila suatu budava telah
disosialisasikan secara maksimal namun tetap tidak diminati masyarakat,
maka keadaan tersebut tidak dapat sepenuhnva disalahkan kepada masvarakat,
Dalam beberapa bagian pembahasan, para host bahkan memberikan solusi
berupa peningkatan kesejahteraan budayawan, penyelenggaraan acara khusus
kebudayvaan, perbaikan metode sosialisasi budava, serta Keterlibatan akdfl
pemerintah dalam menjaga keberlangsungan budaya. Selain itu, kritik yvang
disampaikan mengenai nasionalisme palsu juga diarahkan pada sikap
masyarakat dan pemerintah yang baru menunjukkan kepedulian setelah
budaya Indonesia diklaim negara lain. Dari keseluruhan narasi tersebut tidalk
ditemukan ajakan, dorongan, maupun seruan vang bertujuan membangkitkan
kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok tertentu,
Substansi pembahasan lebih menunjukkan adanya evaluasi terhadap kebijakan
dan fenomena sosial dibandingkan upaya menciptakan sentimen kebencian.

Terpenuhi

Tidak
Terpenuhi

Terhadap Individu
dan/atau Kelompok
Masyarakat
Tertentu

Hasil penelusuran terhadap transkrip menunjukkan bahwa sasaran kritik vang
disampaikan para host bukanlah individu tertentu maupun kelompok
masyarakat tertentu. Pembahasan lebih banyak diarahkan pada fenomena
sosial seperti budava basa-basi, budava mengurusi urusan pribadi orang lain,
budaya pesta pernikahan yvang dianggap berlebihan, serta strategi pemerintah

Tidal
Terpenuhi
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Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengujian terhadap Pasal 243 ayat (1) KUHP, unsur “setiap orang”™
dan unsur “di muka umum” dapat dinyatakan terpenuhi karena para host sebagai
subjek hukum secara sadar menyampaikan pendapat melalui platform digital
vang dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun, terpenuhinya unsur formal
tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana karena masih
harus dibuktikan unsur materiil yvang menjadi inti delik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa unsur “menghasut™ tidak terpenuhi karena isi podcast tidak
mengandung ajakan, dorongan, perintah, atau seruan kepada masyarakat untuk
melakukan diskriminasi. permusuhan, maupun tindakan tertentu terhadap
kelompok tertentu. Pembahasan vang disampaikan lebih berfokus pada kntik
terhadap kebijakan pelestarian budaya, fenomena sosial, serta penyampaian
usulan dan alternatif solusi terkait pengelolaan kebudavaan. Selain itu, tidak
ditemukan pernvataan yang menyerang kelompok berdasarkan ras. kebangsaan,
etnis, agama, kepercayaan, jenmis kelamin, maupun disabilitas sehingga unsur-
unsur materill Pasal 243 ayat (1) KUHP uadak terpenuhi.. Berdasarkan
keseluruhan analisis, baik melalui pengujian konseptual, pengujian lima variabel
kualifikasi, maupun pengujian terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 243
ayat (1) KUHP., podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu
Dilestarikan™ lebih tepat dikualifikasikan sebagai bentuk kebebasan berpendapat
daripada ujaran kebencian. Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta bahwa
sasaran pernyataan diarahkan pada gagasan, praktik budaya, dan fenomena
sosial, bukan pada kelompok vang dilindungi berdasarkan identitas tertentu.
Tujuan komunikasi yvang dibangun juga lebih berorientasi pada penvampaian
opini, kritik, dan pandangan alternatif mengenai pelestarian budaya daripada
membangkitkan kebencian, diskriminasi, atau kekerasan. Dengan tidak

terpenuhinya unsur-unsur pokok dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE maupun Pasal
243 ayat (1) KUHP,

serta ditinjau dar teori demokrasi deliberatif Jirgen
ersecbut masih berada dalam koridor kebebasan
perlindungan hukum dalam sistem hukum

Unsur Pasal 243 KUHP

Fakta Pada Podcast

Has:11 Uji

Setiap Omng

Podoast vang menjads objek penelitan dibawakan oleh [retan Mushm dan Coki
Pardede vang batndak sebagai individu dan subjek hukum yvang menyvemnmp aikan
pandangan serta opins mereka kepada publik. Dalam epinode tersebut, kedua host secamn
aktsf membenkan argumentasi mengenas budava, tradisi, nasionalisme, dan kebisakan
pelestarian budayva di Indomesia. Selurubh pemyataan yvang disampaiken berasal darn
pendapat pribads para host vang kemudian disebartuaskan kepada masyvarakat melalui
media digital Sebaga: individu yvang memiliki kemampuan bertndak menurut hukum
dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap pernyataan yang disampaikan, kedua
host memenuhi kualifikas: sebagai “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal
243 KUHP. Oldl: karena itu, unsur subjek hukumm dalam ketentuan ini dapat dinyatakan
torp enuhi

Terpenuhs

Dy Muka Umum

Berdasarkan fakta penelitian, podcast dipublikasikan melalus platform Nowce dan dapat
diakses ole: masvarakat luas tanpa adanya hubungan pribadi antara pembicara dan
pendengar. Isi pembicaraan disebarkan melatus media digital vang memungkinkan sapa
pun untuk mesdegerkan, membagikan, mavpun membenikean tanggapan techadap
konten tersebut Karakteristik penvebaran seperti ini menunjukkan bahwa perovataan
vang disampaikan tdak berada dalam ruang privat, melainkan telah memasuki ruang
publik vang dapat dijangkau oleh masyvarakat secara luasx Dalam hukum pidana,
penvampaian pendapat melalui media vang dapat diakses publik dikualificasikan
sebaga: pabuatan vang dilakukan di muka umurn, Oles Karena itu, unsur “di muka
uwmum” dalam Pasal 243 KUHP dapat dinvatakan terpenuhi

Terpenuhs

Menghasut

Berdasarkan keseluruhan i transkrip, pam host lebih banvak men vampaskan opins dan
kritik mengenai cara pelestarian budaya yang dianggep kurang efektif Meaeka
mengemukakan pandangan bahwa budaya tidak dapat dipertahankan hanya melalui
parnaksaan serta meangkritik strateg: peamearmtah dalam mempakenallkan budava kepada
geneaxi muda Dalam bebeaapa bagian pembahasan, para host jugs menawarkan
altematif solusi berupa peningkatan kessjahteraan budavawan, penvelenggaman
kegiatan budava vang lebihh menmarik, dan pendekatan vang lebih sesva: dengan
perkembangan masyarakat modem. Dari keseluruhan narasi tersebut tidak ditenmkan
adanyva gpakan, dorongan, penntall, maupun servan kepada pendengar untuk melakuolkan
tindakan tertentu terhadap mdividu atau kelompok tertenta, Para host tidak
mengmatruksikan masvarakat untuk membencs, menjauhs, menyerang, atau melakukan
tndakan dukromnatf tehadap piak tertenty. Dengan demikian, substan s penbicaraan
lebih menunjukkan penvampaian pendapat dan kntik somal danpada tindakan
menghasut sebagaimana danaksud dalam Pasal 2435 KUMP.

Tidak
Terpenukha

Terhadap Golengan Rakvat atau
Kelompok Tertentu

Has:l anabsms transkrp menunjuklkan bahwa objek pembahasan podcast lebih banvak
berkaitan dengan budava, tradini, nasonalisme, dan kebijakan pelestarian budava. Kntik
vang disampaikan diarabikan pada gagasan, kebyakan pemeamtah, dan fenomena soual
vang berkembang di masyarakat. Tidak ditemukan pemyataan yang secara spesifik
menjadikan suatu golongan rakyvat atau kelompok tertentu sebagai sasaran serangan
Pazra host juga tidak menyvebut bahwa kelompok tertentu lebih rendah, lebih buruk, atau
layak diperlakukan secamm berbeda dibandingkan kelompok lainnya Bahkan ketika
membabas budava tertenty, fokus pembicaraan tetap berada pada relevans: dan
efektivitas pelestariannya, bukan pada identitas kelompok vang menjalankan budaya
tersebut. Oleh karena 1tu, unsur mengena: adanva sasaran berupa golongan rakyat atau

Agar Melakukan Dakeiminan,
Kekerasan, atau Permusuhan

kelomp ok tertentu tidak terpenuhi dalam ub% E-udxh‘n =i
Salah satu vosir tserpenting dalam Pasal 2 » b adanya tujuan asau akibat

Tidak
Terpenuhi

berupa dorongan kepada masvarakat untuk melakukan disknmmani, kekerasan, atau
permusuhan terhadap kelompok tertenty. Berdasarkan hasil penelitian l-h-d-p tran slorip
podoant, tidak ditemukan peroyvataan vang mengajak pendengar untuk membenaoy
kelompok budava tetenty, mengucilkian kelompok masvarakat tetentu, ataupus
melakukan tindakan kekerasan terhadap siapa pun. Sebalikanya, para host lebih banyak
membahas alasan mengapa sebaguan budava kehslangan peminat serta mengemukakan
pandangan bahwa budayva harus mampu beradaptas dengan pakenbangan zaman Agas
tetap relevan. Isi podcoast juga tidak mengandung seruan untuk menolak hak-hak
kelempok tertentu atav menghambat keberadaan kelompok tertenty dalam kehsdupan
bermasyarakat. Oleh karena itu, unsur diskriminas, kekemsan, magpun pecpuschan
vang menjadi int: Pasal 243 KUHP tudak ditemukan dalam objek penelitian.

Berdasarkan Ras, Kebang saan,
Etnis, Wama Kulit, Agama,
Kepercavaan, Jenis Kelaman,
Disabilitas Mental atau
Disabilitas Fisik

Tidak
Terpenuhi

keselurvhan transknp podcast, tdak ditemukan peEnvataan Yang MEIVeTang atau
merendahkan kelompok masvarakat berdasarkan identitas yang dilindungi dafam Paxal
243 KUMP. Para host tudak menyvampaulkan penyataan vang mengandung stereotiy
negatif tachadap ras tertentu, tidak menyemng agama atau kepercayaan tertentu, tidak
merendahkan kelompok emis tertentu, serta tidak menvinggung kelompok berdasarkan
jenis kelamin mavpun koadis: disabilitas. Fokus pembahasan hanva befhaithn dengan
budaya dan tradisi sebagai objek kritik sosial Kritik terssbut ditujukas pada praktk
kebiasaan, dan kebyakan pelestarsan budava, bukan pada deititas. kelompok
masyarakat yang menjalankannya. Oleh kareaa itu, unsur identitax yang msajadi dasar
pchuduugam dalam Pasal 243 KUHP tdak terbukt terpenuvhi dalam Ppodeast vang

Tadak ™
Tempenuhi
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Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa podcast sebagai media digital merupakan sarana kebebasan berpendapat yang
memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUD 1945 sepanjang tidak melanggar batasan yang ditetapkan
dalam UU ITE dan KUHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa legalitas suatu konten tidak ditentukan oleh
kontroversi judul, reaksi masyarakat, maupun penggunaan humor satire dan sarkasme, melainkan ditentukan oleh
terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur pelanggaran hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pengujian terhadap sasaran pernyataan, tujuan komunikasi, bentuk penyampaian, muatan kebencian,
dan dampaknya terhadap ruang publik, diketahui bahwa podcast “Budaya dan Tradisi Indonesia Tidak Perlu
Dilestarikan” lebih diarahkan pada kritik terhadap budaya, tradisi, serta kebijakan pelestarian budaya daripada
serangan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas SARA. Selain itu, tujuan komunikasi
yang disampaikan para host cenderung bersifat evaluatif dan konstruktif karena tidak hanya memuat kritik, tetapi
juga menawarkan solusi terkait pelestarian budaya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penggunaan satire,
ironi, dan sarkasme tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian apabila tidak
mengandung unsur hasutan kebencian maupun diskriminasi. Oleh karena itu, unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan
Pasal 243 KUHP tidak terpenuhi secara kumulatif sehingga konten podcast tersebut lebih tepat dikategorikan
sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang masih berada dalam koridor perlindungan hukum.

niversi tas
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Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan kajian
hukum mengenal kebebasan berpendapat di ruang digital. Secara akademis, penelitian ini
memperkaya literatur hukum terkait batas antara kritik yang dilindungi hukum dengan ujaran
kebencian yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan serta menjadi referensi bagi
penelitian sejenis pada masa mendatang. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagal pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menilai konten digital
secara lebih objektif agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat yang
dijamin konstitusi. Penelitian ini juga bermanfaat bagi kreator konten digital untuk memahami
batas-batas hukum dalam menyampaikan kritik, opini, satire, maupun humor sehingga tetap
dapat berkreasi tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bagi masyarakat, penelitian ini
berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum digital serta memberikan pemahaman
mengenal perbedaan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian. Selain itu, hasil
penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regula3| yang
mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dengan
upaya pencegahan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang digital. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum dlgltal
yang lebih adaptif, demokratis, dan berkeadilan di Indonesia.
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